PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dengan adanya perubahan komposisi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), maka Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian
Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4816) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
51695) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran
2017 ;



Menetapkan

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran
2017.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH.

Pasal 1
Mengubah Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga Lampiran
V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2017.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 15 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017

NOMOR 41






